BAB |11
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI
NO. 2195/Pdt.G/PA.Pwd TENTANG PERCERAIAN DINI

AKIBAT PERNIKAHAN DIJODOHKAN ORANG TUA

A. Profil Tentang Pengadilan Agama Purwodadi
1. Segjarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang raeuékk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum kdadilan,
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MahkafAwing dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalamuimggn peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan p&madimiliter,
lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleliakeMahkamah
Konstitusi (demikian ayat 1 dan 2 pasal 24 UUD 1945

Pengadilan Agama Purwodadi kelas IA merupakan sakth
lembaga yang melaksanakan amanat Undang-undang8\itahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakamsnys guna
menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi hardaa para
pencari keadilan yang selalu menghendaki peradiamg sederhana,
cepat, tepat dan biaya ringan. Secara adminispakiksanaan tugas
Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggungjaamatilam bentuk
laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengaksel@msart®’

Pada Tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintad®Ndahun

1957 lembaran negara 1957 Nomor 99 tentang penadila

197 pokumentasi di PA Purwodadi
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agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Ma8firenerupakan

landasan hukum bagi pembentukan pengadilan agamaeliruh

Indonesia.

Pada saat itu terdapat tiga peraturan perundangagac yang
mengatur peradilan agama di Indonesia yaitu:

a. Peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan sla@dung dimuat
dalamstaatblad1882 Nomor 152 dastaatblad1937 Nomor 116 dan
610

b. Peraturan tentang kerapatan gadhi dan kerapatdm fedar untuk
sebagianresidensial Kalimantan Selatan dan Timur yang dimuat
dalamstaatblad1937 Nomor 638 dan 639.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentanth@etukan
pengadilan agama/mahkamah syari'ah di luar Jawaviaura'®®

Pengadilan Agama Purwodadi pada masa penjajahaandgel
secara yuridis sudah ada akan tetapi secara lenid@agaberdiri Tahun

1948 diketuai oleh Bapak Muhtarom yang menjabat @#ahun 1948-

1955, pada waktu itu sudah dapat melaksanakannygasamun hanya

sebatas perkara gugat cerai, adapun masalah tatakdiajukan setelah

disahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1874.

Pengadilan agama Purwodadi setelah diketuai oléh Bphtarom

pada periode selanjutnya diketuai oleh K. Romliagetnya diketuai

198 gylaikin Lubis dan Wisman ‘Ain Marzuki eddukum Acara Perdata Peradilan Agama
di IndonesiaJakarta: Kencana, Cet. 1, 2005, him. 32.

109 Mustofa,Kepaniteraan Peradilan Agamaakarta: Kencana, Cet. 1, 2005, him. 18

110 Hasil Wawancara dengan Ketua Panitera/SekretajisSri Yuwati RB, S. Ag, pada
tanggal 13 Desember 2011.
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oleh K. Moh Salim, selanjutnya diketuai oleh Koh Churmain,
selanjutnya diketuai oleh K. Rahmat, selanjutny&etdiai oleh K.
Chundori, periode selanjutnya diketuai oleh Drs.ram selanjutnya
diketuai oleh Drs. Suryadi, SH. M.Hum, pada Tah@8%2001 diketuai
oleh Drs. Fadzil Sumadi, SH. M.Hum, pada Tahun 22006 diketuai
oleh Drs. Thanthowie Ghanie, SH. MH dan sejak TaR(006-2011
diketuai oleh Drs. Nasikhin A. Manan, SH. MH dardparahun 2011
sampai sekarang diketuai oleh Drs. H. Makmun, SH.#

Pengadilan Agama Purwadadi dari awal pertama sejseedirinya
dimulai dari menempati kamar yang bentuknya semagauperan depan
Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi, kemudian phddidaerah
Kauman dipinjami tanah Masjid, pindah lagi di karibepartemen Agama
Kabupaten Grobogan/sebelah Selatannya Masjid, kiemueenempati
DIPENDA (sekarang BPKD kabupaten Grobogan), pinidgih di DPRD
kabupaten Grobogan yang kemudian Tahun 1977 sedeagan
perkembangan Pengadilan Agama, secara fisik gegang sudah lama
sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari l&keaderutama
setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 pindah.d?dinuda/Jl. Jendral
Sudirman dan tanggal 25 Juni 1989 menempati gedulilgsendiri di JI.
P. Diponegoro 20 Purwodadi dan pada tanggal 27 uRgbr2008
menempati gedung baru yang representatif di defztios Krida Bakti

Purwodadi JI. MH Thamrin Purwodadi yang peresmiandyfakukan di

11 Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad MansyuH Makil Sekretaris
Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 13 Dese20iidr
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Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 19 Juni 2088jarah
pembentukan Pengadilan Agama Purwodadi, hampir skemgan sejarah
pembentukan Pengadilan Agama yang lain di JawaMidatura. Sebelum
keluarnya staatblad Nomor 152 Tahun 1882, sengketa masalah
perkawinan yang terjadi dikalangan orang Islam diga diselesaikan
para ulama yang dilakukan di serambi-serambi magpada masa
kerajaan, ulama yang demikian diangkat sebagaimeng

Campur tangan pemerintah kolonial atas persoaleadpen Agama
(pelaksanaan hukum perdata Islam) baru dimulai peataun 1820 M
sebagaimana tertuang padtaatblad 1820 Nomor 24 pasal 13 yang
diperjelas olehstaadblad1835 No. 58 yang isinya antara lain: “apabila
terjadi perselisihan antara orang-orang Jawa satia $ain mengenai soal-
soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-senglang sejenis,
yang harus diputus menurut hukum Islam maka pagadeta’ memberi
putusan tetapi gugatan untuk mendapat pembayarag tmnbul dari
keputusan ‘pendeta’ itu harus diajukan kepada p#lEgapengadilan
biasa”.

Kemudian atas usul L.W.C. Van Den Berg (1645-19#ffasarkan
teori Receptio in complexyang mengatakan bahwa hukum bagi orang
Indonesia mengikuti agamanya, maka pemerintah Belaecara formal
memberikan aturan dalam perundang-undangan yaiiy kebkrit yakni
dalamstaatbladNomor 152 Tahun 1882 tentang pembentukan pengadila
di Jawa dan Madura menurut keterangan para tokalfitmasyarakat dan

para kyai-kyai sepuh, Pengadilan Agama Purwodadielhuda No. 85 A
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Purwodadi Grobogan yang sekarang menjadi Jl. Jen8talirman

Purwodadi. Kemudian sesuai dengan perjalanan watia Tahun 1977

menempati tempat baru di JI. Diponegoro (sebeldt&e Simpang Lima

Purwodadi) sampai dengan 26 Pebruari 2007 dantpadgal 27 Pebruari

2007 menempati gedung di J. MH Thamrin depan Stadirida Bakti

Purwodadi:'?

. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwodadi
Kabupaten Grobogan memiliki relief pegunungan kapian
perbukitan serta dataran dibagian tengahnya, secpomrafi terbagi ke
dalam 3 kelompok, yaitu:

a. Daerah dataran rendah berada pada ketinggian s&Mpaeter di atas
permukaan laut dengan kelerengan antara 0-8% ntiehijke¢camatan
yaitu kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadibogan
sebelah Selatan dan Wirosari sebelah Selatan.

b. Daerah perbukitan berada pada ketinggian antad80neter di atas
permukaan air laut dengan kelerengan 8-15% melfpuecamatan
yaitu kecamatan Klambu, Brati, Grobogan sebelamddan Wirosari
sebelah Utara.

c. Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100rb€ter di atas
permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari Ifs@iputi
wilayah kecamatan yang berada disebelah Selatan vdyah

kabupaten Grobogan.

12 sumber data Pengadilan Agama Purwodadi,pada tahfygaktober 2011
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Berdasarkan letak geografis dan reliefnya, kabup&eobogan
merupakan kabupaten yang tiang penyangga perekanaga berada
pada sektor pertanian dan merupakan daerah yangrerg cukup sulit
mendapatkan air bersih.

Iklim di kabupaten Grobogan terletak diantara dagrantai Utara
bagian Timur dan daerah Bengawan Solo hulu mempuipgaiklim D
yang bersifat 1-6 bulan kering dan 1-6 bulan badahgan suhu
minimum 2@ C. Letak pengadilan agama Purwodadi strategisyum
yang layak dan representatif dengan luas bangungs3lnf, lantai dua
di atas tanah seluas 2. 80 yang mampu menampung kegiatan dan
mampu menciptakan suasana tenang, nyaman dan sentib dapat
meningkatkan kewibawaan pengadilan dan diharapkeembantu
terlaksananyafair and speedy administration of justic&’

3. Kedudukan Pengadilan Agama
Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 hasil amam&ea:lV
bab IX pasal 24 ayat (1), menyebutkan bahwa kelmas@hakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyeleiggaperadilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan(2&yaisebutkan
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamgbnd\ dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam uimgdn peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan pkrmadimiliter,

lingkungan peradilan tata usaha negara dan oletkiasth Konstitusi.

113 Sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi, paum# 14 Desember 2011
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Ketentuan dalam UUD Tahun 1945 amandemen ke-IVelberts
selanjutnya diikuti dengan pencabutan Undang-undidomgor 14 Tahun
1970 dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tab0a4 kemudian
diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 20@angrkekuasaan
kehakiman, yang lebih menegaskan kemerdekaan daarkirian badan
peradilan. Perubahan konstitusional di atas adad@fam upaya
meneguhkan kemandirian lembaga peradiladependence of judiciayy
sebagai pemegang salah satu kekuasaan negara keltuasaan
kehakiman atau kekuasaan yudikatif, yang secauvktatal diwujudkan
dalam bentuk penerapan sistem satu atap (oof systejnyakni dalam
arti pengelolaan administrasi, organisasi dan firriembaga peradilan
yang sebelumnya di bidang administrasi keuangan ligregawaian
dikelola lembaga eksekutif sedangkan di bidang Katdi dikelola oleh
Mahkamah Agung, dengan adanya sistem penerapanasaumaka
semua bidang diserahkan pengelolaannya kepada kathkagung.

Penerapan sistem satu atap€ roof systejndimulai sejak lahirnya
Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubatssnUndang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentpokok
kekuasaan kehakiman yang selanjutnya diperbalregudengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian dirubah dengataky-undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakimalanmDpasal 13
ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkahwa
“organisasi, administrasi dan finansial Mahkamahudgy dan badan

peradilan yang berada di bawahnya berada di bawekuakaan
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Mahkamah Agung” pasal ini mengakhiri sistem dug aabagaimana
ditentukan oleh pasal 11 Undang-undang Nomor 144970
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama
Struktur organisasi Pengadilan Agama Purwodadi me&ngada

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peraditg|ama, surat

keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/1l/8htang

organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadigmma dan Pengadilan

Tinggi Agama dan KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentangulgtral

organisasi peradilan. Adapun susunan organisasgag@an Agama

Purwodadi sampai dengan Desember 2010 adalah $élesitat™>

a. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang &etan seorang
wakil ketua, ketua dan wakil ketua pengadilan diahgdan
diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

b. Hakim, adalah orang yang diangkat oleh penguasaukunt
menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaamenaka
penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semuas,tug
sebagaimana Rasulullah SAW pada masanya telah mgagagadhi-
gadhi untuk menyelesaikan sengketa diantara maulitei@pat yang
jauh (kini diatur dalam pasal 1 butir 3 UU No. 7hGia 1989)"
hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oledsiBen atas usul

Ketua Mahkamah Agung.

114 Sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi, padm#hn2 Desember 2011.
115 Musthofa,op.cit., hal. 22
118 Sylaikin Lubis, Wismar ‘Ain Marzukiop.cit, him. 3
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c. Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepsam. Dalam
melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seavakiy panitera,
beberapa panitera muda beberapa panitera pengimmtbeberapa
juru sita.

d. Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpimetseiatan.
Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantusglerang wakil
sekretaris. Panitera pengadilan merangkap selgefaengadilan.
Wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberfenti oleh
Mahkamah Agung.

e. Juru sita pada setiap pengadilan adanya juru sta jdru sita
pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugasstkgjurusitaan.
Juru sita pengadilan agama diangkat dan dibertamtilleh
Mahkamah Agung atas usulan ketua pengadilan yargaibgkutan ,
juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan detua pengadilan
yang bersangkutait!

Untuk mengetahui tentang Pengadilan Agama Purwodadka
penulis akan menggambarkan  pengadilan tersebuamdabidang
organisasi sebagaimana pengadilan-pengadilan agata umumnya,
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadgama Purwodadi
telah memiliki beberapa hakim termasuk yang merapgiebagai ketua
dan wakil ketua, panitera/sekretaris, panitera gentj dan juru sita
pengganti di bidang kesekretariatan juga sudah tik@nsieperangkat

SDM yang memadai, diantaranya adalah: sekretaréil veekretaris,

17 Musthofa,op.cit
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kepala urusan kepegawaian, kepala urusan keuarggmala urusan
umum, serta beberapa staf, baik dalam kesekretarianaupun
kepaniteraan.
Pengadilan agama Purwodadi diketuai oleh (Drs. Hkrwun, SH.
MH) dan dibantu oleh seorang wakil ketua (Drs. H.Kdhfi, SH)
Adapun tenaga fungsional hakim/hakim tinggi yangtugas di
Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai berikut:
1) Drs. H. Yasin Irfan, MH.
2) H Marjono, SH.
3) Drs. H. Moh Zubhri
4) Drs. Syamsul Arifin, SH. MH
5) Drs. M. Shodiq, SH.
6) Drs. H. Buchori Kasan Suwandi, SH. MH
7) Dra. Hj. Siti Aisyah Elva, SH. MH
8) Drs. Muthohar, SH.
9) Drs. H. Aly Santoso, MH.
10)Drs. H. M. Hafidz, M. Hum
Untuk memperlancar tugas administrasi baik kepad@maupun
kesekretariatan terdapat seorang panitera sebagsiir upimpinan

kepaniteraan, sebagai berikut:

Ketua Panitera / Sekretaris : Hj. Sri Yuwati, S. Ag
Wakil Panitera : H. Riyanto, SH.
1) Panitera Muda Gugatan : Sunarto, S. Sos, MH.

2) Panitera Muda Permohonan : Drs. M Saerozi, SH.
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3) Panitera Muda Hukum : Dul Djawahir, S.Ag.
Wakil Sekretaris : Drs. Ahmad Mansyur, MH. Yang
membawabhi :

1) Ka. Sub Bag. Kepegawaian . Siti Masfiatun Nafiah

2) Ka. Sub Bag. Keuangan : Siti Chotijah, S. HI

3) Ka. Sub Bag. Umum : Drs. Salmet Abadi
Dan untuk membantu penyelesaian perkara seorang ldikantu

pejabat fungsional yang terdiri dari:

Panitera Pengganti:

1) Sukaeni, SH.

2) Fathul Hadi, SH.

3) Karmo, SH.

4) Mulyono, SH.

5) Drs. Wakirudin

Juru Sita Pengganti:

1) Ali Shoim

2) Zoebaidi

3) Anang Budiarto, SH.

4) Sukalim

5) Eko Soeroto

6) Hj. Siti Fauziati, SH

7) Mutiah
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Perkara yang ditangani setiap bulannya terdiri garkara baru
kurang lebih 200 perkara ditambah sisa bulan yahg tHengan jumlah

pegawai 48 orang dengan rincian sebagai berikut:

1) Hakim : 12 orang
2) Pegawai Kepaniteraan : 12 orang
3) Pegawai Kesekretariatan : 5 orang
4) Juru Sita : 7 orang

5) Staf : 2 orang

6) Tenaga Honor Pramubakiti : 10 orang

5. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama
Untuk mengetahui tentang perkara yang ada di péagaggama
Purwodadi ada beberapa hal yang perlu diperhati@ntaranya
mengenai kewenangan mengadili di pengadilan agamveodadi yaitu:
a. Kompetensi Relatif ataRelative Competentie.

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili tsendan
wilayah hukum atau daerah hukumnya yang dapatikhartsebagai
kewenangan pengadilan agama sesuai tempat danutedumya:™

Kompetensi relatif diatur dalam pasal 4 ayat (1) NMO. 7
Tahun 1989 “tempat kedudukan” setiap Pengadilan#sgelah pada
setiap kotamadya atau Ibukota kabupaten. Beraatiapsetiap kota

madya atau kabupaten berdiri sebuah pengadilanadaagrah atau

118 Hasil wawancara dengan panitera Muda Hukum, Dawghir, S. A pada tanggal 15
Desember 2011

119 Mardani,Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamadr'§gh, Jakarta:
Sinar Grafika, 2009, Cet. 1, him 53
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wilayah hukum kekuasaan setiap pengadilan agarbatéer meliputi
wilayah hukum daerah kotamadya atau kabupaten garsangkutan
sehingga wilayah hukum setiap pengadilan agamatikdelengan
daerah hukum pemerintahan kotamadya atau kabupaiian
berkedudukan?®
% Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Purwodadi wilayah hukumnya (yikssd
terdiri dari 19 kecamatan dan 280 desa/ kelurateng jluasnya *
197.470 Ha.
Sebelah Utara . kabupaten Pati, Demak, Kudus ¢zna B
Sebelah Timur : kabupaten Blora
Sebelah Selatan : kabupaten Semarang, BoyolajieSrdan ngawi
Sebelah Barat : kabupaten Semarang dan Demak
Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 (sembilan belas)
kecamatan yaitt?*

Tegowanu
Gubug

Kedung Jati
Tanggungharjo
Godong
Penawangan
Karangrayung

Pulokulon

© © N o g bk~ w DN PRE

Klambu

120 M. Yahya HarahapKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Nal.7
tahun 1989Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Ed. 2, Cet. 3, hlg2.2
121 Sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi, pam# 14 Desember 2011.



10. Brati

11. Tawangharjo
12. Kradenan
13. Gabus

14. Ngaringan
15. Grobogan
16. Purwodadi
17. Wirosari

18. Geyer

19. Toroh

Jarak antara Ibukota Kecamatan di wildyah
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o c =] .g

Blolsl8l l2ls|2|8|E|g|8|2|2|2|o|B|B|E
Kecamatan | € | § | & % g E|S g '% % 8 % % |2 § 3|5 é
S0 16 |7 |25 582|285 |E|° |8 8|2

o Q|8 &

1 4 5|6 7]8|o|w|un|we|n|a|s|w|17]18]19]2
Puwodadi | 7 | 9] 16] 6] 12] 20 200 1] 33 2f 4 18 {8 |0 pe po |37 [ax
Toroh o | - | 7] 15| 21| 20| 2o 2d 42 30 45 di 27 I8 Bs o |46 |sm1
Geyer 16| 7| - | 22| 28] 36| 36 20 49 3f sp d8 34 ps hs |46 |53 |ses
Grobogan | 6 | 15| 22| -| 6| 14| 26 14 3§ 3b 4p 4 24 5 Bs [6 |43 |488
Brati 12| 21] 28] 6] -| 8| 32| 29 43 3b sp do do p1 k1 2 [s0 [5s4
Klambu 20| 20] 36| 14] 8] -| ad 3] 53 4f e dJ8 38 po ho |50 |57 |es2
Wirosari 20| 20| 36| 26| 32[ ad | of 13 4 2b a8 20 ho ko |57 [632
Tawangharjo 11 20 27 17 28 3 D F 22 16 P9 (18 |29 |200 | 41| 48| 54| 53
Ngaringan | 33 | 42| 49| 39| 45| sd 13 22 | 2p 38 42 51 h2 o2 |63 |706 | 775
Kradenan | 27 | 30| 37| 33| 39| 474 7| 14 20 | 1 & 45 36 b6 |57 |64 |760
Gabus 40 | 40| s0| 46| 52| ed 24 2§ 3B 13 2 %8 ho P9 |70 773 |ss2
Pulokulon | 18 | 21| 28] 24| 30| 28 of 14 22 4 P d6 b7 fa las |55 |60
Godong 18| 27| 34| 24] 30 3d 3§ 20 sp 45 d8 36 |- [0 h1 [12 |19 |284
Penawangan 9 | 18| 25| 15| 21| 290 2d 29 4p 3 40 27 o |- po 1 |28 |33
Karangrayung | 20| 3d 49 35 4L 4o 49 4o b2 |56 |69 |74 |10 | - | 15| 30| 36| 35
Gubug 30 | 30| 46| 36| 42| 50 50 68 57 40 48 2 p1 |15 |- |7 |1
Tegowanu | 37 | 46| 53| 43| 49| 57 57 D et 47 %5 1o ps [0 |7 |- |e@&
Kedungjati | 43 | 52| 59| 49| 55| 63 64 54 75 70 g8 61 b5 B4 |36 |13 |20 | 14
ggnggungha 42| 51| 58| 48] 54 63 63 54 75 e g2 60 p4 B3 o5 |12 |44 [1-

122 sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi, padm#hi4 Desember 2011




68

b. Kompetensi Absolut atafibsolute Competence

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilamkunt
mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil)

Pengadilan agama Purwodadi merupakan salah salspah
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilany yeeragama
Islam mengenai perkara perdata tertentu. Denganer&dban
pengadilan agama Purwodadi yang berada di dalaaya¥il hukum
pengadilan tinggi Agama Semarang, merupakan Pdagadingkat
Pertama yang bertugas dan berwenang menerima, Ikeajer
memutus dan menyelesaikan perkara perdata antamg-orang yang
beragama Islam diatur dalam pasal 49 ayat (1) dalainNo. 3 Tahun
2006 tentang:

1) Perkawinan
2) Waris

3) Wasiat

4) Hibah

5) Wakaf

6) Zakat

7) Infaq

8) Shadagah

9) Ekonomi syari'ah?®

123 |bid
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Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Aglahar
dalam pasal 49 jo pasal 50 Undang-undang No. 7 TaB&9 pasal
49 ayat (1) menyebutkdh?

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara diting@ama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan

b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan ber#asahukum
Islam, dan

c. Wakaf dan sedekah

Berkaitan dengan kewenangan absolut, pasal 50 méabe
batasan: “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hdik ratau
keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaiysmadimaksud
dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yangadiesengketa
tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengaditédam lingkungan
peradilan umum?”.

Ketentuan pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagiit'*

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau senghkata dalam
perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, kmmsugenai
objek sengketa tersebut harus diputus lebih daholieh

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

124 Amandemen Undang-undang Peradilan agama (UU R8Nahun 2006), Jakarta: Sinar
Grafika, 2006, Cet. 1 him. 18
125 pid.
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(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana #sud pada
ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orangg ya
beragama Islam, objek sengketa tersebut diputirspeagadilan
agama bersama-sama perkara sebagaimana dimakauod midal
49.

Kewenangan dibidang perkawinan, menurut pasal 48 @)
ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkadabg-undang
mengenai perkawinan yang berlaku. Penjelasan pésslebut
menyebutkan:

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang didelam
UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antaraadimaht*® 1zin
beristri lebih dari seorang (pasal 3 ayat 2)

1) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang bdienmisia
21 Tahun dalam hal orang tua atau wali atau ketudegam garis
lurus ada perbedaan pendapat (pasal 6 ayat 5)

2) Dispensasi kawin (pasal 7 ayat 2)

3) Pencegahan perkawinan (pasal 17 ayat 1)

4) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikada(j21 ayat 30)

5) Pembatalan perkawinan (pasal 22)

6) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau Eegl 37 ayat 3)

7) Perceraian karena talak (pasal 39)

8) Gugatan perceraian (pasal 40 ayat 1)

126 \1. Yahya Harahapop.cit., him, 139
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9) Penyelesaian harta bersama (pasal 37)

10) Mengenai penguasaan anak-anak (pasal 42)

11) Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bilamaamak yang
seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinyal (dasab b)

12) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan sietmi
kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajigirblekas istri
(pasal 41 sub c)

13) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang analkl(4haayat 2)

14) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tw@ {Sasyat 1)

15) Pencabutan kekuasaan wali (pasal 53 ayat 2)

16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadiaam hal
kekuasaan seorang wali dicabut (pasal 53 ayat 2)

17) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yaslgnib
cukup umur 18 Tahun yang ditinggal kedua orangyaapadahal
tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya

18) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap vealg ytelah
menyebabkan kerugian atas anak yang ada di bawah
kekuasaannya.

19) Penetapan asal-usul anak dan penetapan pengang&atdn
berdasarkan hukum Islam

20) Putusan tentang hal penolakan pemberi keterangamk un

melakukan perkawinan campur.
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21) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang temggdiliem UU
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankemurut
peraturan yang berlaku

Kewenangan dalam hal perkawinan lainnya adalah mlkesaedan

menetapkan wali adalah atas permohonan calon menpehita'*’

Kasus Gugatan Perceraian Dini Akibat Pernikahan Dijodohkan Orang
tua No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd
1. Pengajuan Gugatan Per ceraian
Proses penyelesaian perkara di Pengadilan AgamaoRadi pada
dasarnya adalah sebagaimana yang dipakai dalanesppenyelesaian
perkara di pengadilan umum. Hal ini telah dijelaskalam pasal 54 UU
No. 7 Tahun 1989 menetapkan tentang hukum acam lyarlaku pada
lingkungan peradilan agama. Pasal ini menegaskbawadd&ukum acara
yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peraddgama adalah
hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradii@um, kecuali
yang telah diatur secara khusus dalam Undang-unidang
Yang diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun He8fbutkan
dalam pasal 65 sampai dengan 68, yaitu pemerikssemgketa
perkawinan berkenaan dengan:
a. Cerai talak
b. Cerai gugat

c. Cerai dengan alasan zina

127 Musthofa,op. cit., him. 9
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Menurut pasal di atas jelas bahwa secara garis baszber hukum
acara peradilan agama meliputi kepada dua atuagtn, y
a. UU No. 7 Tahun 1989
b. UU yang berlaku di lingkungan umum
Peraturan perundang-undangan yang berlaku khuspsndjadilan
agama:
a. UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
b. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukuimnts|
c. UU No. 17 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
d. UU No. 13 Tahun 2004 tentang wakaf
e. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nmhtun 1989
tentang Peradilan Agama.
Sumber-sumber lainnya:
a. Peraturan Mahkamah Agung RI
b. Surat edaran Mahkamah Agung RI
c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
d. Kitab-kitab figih dan sumber-sumber tidak tertulssnnya. Hal ini
sejalan dengan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahud:208kim yang
wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nitaikum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyara¥t.
Mengenai proses penyelesaian perkara Nomor 21958P21009/PA.
Pwd dimana penggugat dan tergugat telah hadir @éagrerson sampai

persidangan selesai

128 Mardani,op. cit., him. 61
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Adapun proses persidangan yang telah ditetapkarlimdakim

dalam persidangan di pengadilan agama adalah sdisadaut:

a.

b.

e.

f.

g.

Pemeriksaan

Perdamaian

Replik ( tanggapan penggugat terhadap jawabangatpu
Duplik ( tanggapan tergugat)

Pembuktian dari tergugat

Kesimpulan

Putusan

Pihak penggugat dan tergugat antara lain:

Lina Nuraini binti Jaspan, umur £ 17 Tahun, agarsianh, pekerjaan

buruh, beralamat di Dusun Mrayun RT. 001 RW. 002sd Termas,

Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, untidahmya disebut

sebagai PENGGUGAT.

MELAWAN

Sutadi bin Warjo, umur = 30 Tahun, agama Islam,egekn Buruh

(tukang) beralamat di Dusun Mrayun, RT. 001 RW.,0D8sa Termas,

Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, urbik Imudahnya

disebut sebagai Tergugat.

a.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan ss@imyang
menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 200&ddiban pegawai
pencatat nikah kecamatan Karangrayung kabupatenboGan
sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 428/48/\ODR tertanggal

15 Agustus 2009
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Bahwa penggugat dan tergugat menikah di rumah orag
penggugat, setelah menikah tinggal di rumah orarg penggugat
hingga sekarang, belum pernah berhubungan layakogai istri
(gobla dukhul dan belum dikaruniai seorang anak.

Bahwa dalam pernikahan antara penggugat dan tergdagk didasari
rasa cinta, pernikahan itu terjadi karena dijodohkéeh orang tua
penggugat.

Bahwa karena penggugat tidak punya rasa cinta detggugat,
maka selama = 3 bulan hidup bersama selalu diwadeaigan
percekcokan dan pertengkaran dan kalau bertengkgugat sering
berbuat kasar pada penggugat.

Bahwa untuk menghindari pertengkaran dengan tetgpgaggugat
sering pergi dari rumah, tidur di rumah saudarardarek penggugat.
Bahwa dari keluarga penggugat dan tergugat sudatusdiea
merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa mengingat rumah tangga penggugat dan tergsejaiu
diwarnai dengan pertengkaran maka penggugat selistgasudah
tidak kuat mempertahankan mahligai rumah tangghingga tidak
ada jalan lain kecuali penggugat mengajukan gugartaic di
pengadilan.

Bahwa atas kondisi rumah tangga penggugat dan dargu
sebagaimana tersebut di atas, antara penggugatedgugat sudah
tidak mungkin untuk bisa rukun kembali dalam saimah tangga

yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, makaomddepada
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pengadilan agama Purwodadi mengabulkan gugatan gpgap
seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukuneletsdi atas,
maka penggugat mohon kepada Bapak ketua pengadjtana Purwodadi
berkenaan memutus dan menetapkan sebagai berikut:

1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2) Menjatuhkan talak tergugat (Sutardi bin Warjo) ad&s penggugat
(Lina Nuraini binti Jaspan) dengan jatuhnya talakir
3) Membebankan biaya menurut hukdf.
2. Proses Penyelesaian Perkara
Dalam penyelesaian perkara nomor 2195/Pdt. G/2@09/Pwd
Pengadilan Agama Purwodadi, secara garis besaemyahmelalui tiga tahap,
yaitu: tahap penerimaan perkara, tahap pemeriksakara dan hasil putusan
pemeriksaan perkara & hasil putusan.
a. Tahap Penerimaan Perkara
Pengadilan agama mempunyai tugas untuk menerimaeniesa
dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadd&8sgi seseorang
yang akan mengajukan  permohonan/gugatan, maka  pihak
pemohon/penggugat dapat mengajukan permohonanmgmtagnnya ke
pengadilan baik secara lisan maupun tertulis.
Gugatan yang diputus oleh Pengadilan Agama Purwatiadyan
nomor 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd termasuk gugatang yditakukan

secara tertulis

129 Sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi padm#hil Oktober 2011.
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Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagdkuber
“Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan perceyaiag didaftarkan
di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi, pauggé 22 Oktober
2009 dalam register perkara Nomor 2195/Pdt. G/Z0R9/ Pwd.
Selanjutnya karena syarat mengajukan gugatan tekmenuhi syarat
untuk diterima, maka setelah penggugat membayatosnigiaya perkara,
biaya panggilan dan lain-lain yang tercantum dakumt kuasa untuk
membayar (SKUM). Selanjutnya surat gugatan tersdibetima oleh PA
Purwodadi, kemudian oleh kepala urusan kepaniteraiadakan
pengecekan kelengkapannya.

Berkas perkara yang sudah lengkap tersebut, olefitepa
diserahkan kepada ketua pengadilan agama Purwddadydian setelah
dicatat dalam catatan khusus ketua Pengadilan Ag&uavodadi
mengeluarkan penetapan penunjukan majelis hakimapéa majelis
hakim yang ditunjuk adalah Drs. H. Ma’'mun Azhar, . S#WH (sebagai
ketua majelis), Drs. Moh. Suhadak, MH (sebagairaknggota) dan Drs.
H. Buchori Kasan Suwandy, SH. MH (sebagai hakingate)

Hakim yang telah ditetapkan lalu menentukan peretapari
sidang (PHS) yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Ndpe 2009 dengan
ketentuan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akangsungkan.
Kemudian melalui juru relas Pengadilan Agama mela&kan panggilan
terhadap para pihak yang berperkara surat untuggueyat telah diterima

dan ditandatangani oleh penggugat sendiri.
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b. Tahap Pemeriksaan Perkara

Pengadilan Agama Purwodadi memulai memeriksa peikamor
2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd pada tanggal 19 Nopemd@® ang dimulai
dengan tahap pemeriksaan perkara. Setelah peramatiguka, majelis
hakim menyatakan persidangan ini terbuka untuk unfeana pihak yang
berperkara yaitu penggugat hadir sendiri di pergjda didampingi oleh
kuasa hukumnya, sedangkan tergugat hadir sendpediidangan, maka
ketua majelis menjelaskan tentang hal ihwal yangkdan dengan
mediasi dan memerintahkan kepada para pihak unarempuh mediasi.
Untuk keperluan mediasi tersebut ketua majelis lalamerintahkan
kepada para pihak supaya menghadap mediator, hyakigitelah ditunjuk
oleh ketua Pengadilan Agama Purwodadi untuk meteksmn tugas
mediasi pada hari ini sebagaimana jadwal piket atediDrs. Suwardi,
MH

Maka majelis hakim sepakat untuk menunda persidatgzebut
sampai tanggal 10 Desember 2009 dengan agenda meakan hasil
mediasi dan diperintahkan kepada penggugat damgatgsupaya hadir
kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapéeapa dipanggil lagi.

Pada sidang kedua, yaitu tanggal 10 Desember 20&@lisn
berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkamaum tidak
berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk mnkemudian oleh
ketua majelis dibacakan surat gugatan penggugay ysimya tetap
dipertahankan olehnya. Atas pertanyaan ketua majédirgugat siap

menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidayang akan datang



79

dan mohon sidang bisa ditunda sampai tanggal 3g&rbBigsr 2009 dengan
agenda sidang penyampaian jawaban tertulis olghdat dengan perintah
kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat datamghextap di
persidangan dengan tanpa dipanggil lagi

Pada sidang ketiga yaitu tepatnya tanggal 3 Deserib89
tergugat menyampaikan siap menjawab surat gugaaggpgat dengan
lisan pada sidang hari ini, atas pertanyaan hakatusk lalu tergugat
menjawab surat gugatan penggugat, oleh karena jgwatvab telah
selesai, atas pertanyaan ketua majelis, kuasa hpkaggugat siap bukti-
bukti, kemudian sidang ditunda sampai tanggal T¥udia 2010 dengan
agenda sidang pemeriksaan saksi penggugat dengatap&kepada kuasa
hukum penggugat dan tergugat hadir pada hari daggéh yang telah
ditetapkan.

Pada sidang keempat yaitu tepatnya tanggal 14 d&0k0 kuasa
hukum telah membawa bukti surat dan saksi berupswasat keterangan
KTP sementara Nomor: 474. 1/79/DS/X/2009 atas nama Nuraini
fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 428/48/VIII/2008tas nama Lina
Nuraini dan Sutardi, untuk memperkuat dalil gugay@n penggugat
mengajukan saksi-saksi yaitu :

1) Jaspan bin Yarmin, umur 39 Tahun, agama Islam, rizele buruh,
tempat kediaman di Mrayun RT. 001 RW. 002 Desa asrKecamatan

Karangrayung Kabupaten Grobogan.
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2) Slamet bin Sugeng, umur 27 Tahun, agama Islam,rjpealke buruh,
tempat kediaman di Mrayun RT. 001 RW. 002 Desa asrkecamatan
Karangrayung kabupaten Grobogan.

Setelah saksi selesai memberikan keterangan, sglgaj sidang
ditunda sampai tanggal 28 Januari 2010 dengan agesidang
pemeriksaan saksi tergugat dengan perintah kepadesak hukum
penggugat dan tergugat hadir pada hari yang tetetagkan.

Pada sidang kelima yaitu tepatnya tanggal 28 Jag2040, pihak
tergugat telah mendatangkan saksi-saksi yaitu:

1) Tarso bin Sogol, umur 55 Tahun, agama Islam, pa&eriani, tempat
kediaman di Mrayun, RT. 001 RW. 002 Desa Termasarketan
Karangrayung kabupaten Grobogan.

2) Jumono bin Suladi, umur 48 Tahun, agama Islam, rpeke® Tani,
tempat kediaman di Mrayun RT 001 RW. 002 Desa Terkezamatan
Karangrayung kabupaten Grobogan.

Bahwa pernyataan ketua, penggugat dan tergugat ererkan
keterangan saksi-saksi tersebut.

Hasi| Putusan

Setelah Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa d
mengadili perkara perdata pada tingkat pertama gdaggsungkan pada
hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010 maka Pengadigama Purwodadi

memutuskan:
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1) Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat.
2) Menjatuhkan talak satain sughro tergugat (Sutardi bin Warjo)
terhadap penggugat (Lina Nuraini binti Jaspan).
3) Membebankan kepada penggugat/tergugat untuk memblagya
perkara sebesar Rp. 151.000, 00 (seratus lima galwiribu rupiah).
Demikianlah dijatuhkan putusan pada hari Kamis gahgl8
Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggaldMuRAwal 1431
Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma’mun Azhar, SH. MH. IS&gai hakim ketua,
Drs. Moh. Suhadak, MH dan Drs. H. Buchori Kasan &uwly, SH, MH
masing-masing sebagai hakim anggota, putusan dipeafa hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehnhdéetua dengan
dihadiri oleh para hakim anggota dan Drs. Moh. &derSH. sebagai
panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa hulkpemggugat dan

tergugat-*

C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor
2195/Pdt. G/2009/PA.Pwd.

Badan kekuasaan kehakiman diatur dalam bab IXiritelari dua pasal
yakni pasal 24 dan 25 ditinjau dari segi tata negkekuasaan kehakiman
identik dengan badan *“yudikatif” menurut pasal 4atayl), kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung ldamlain badan
kehakiman menurut Undang-undang. Kemudian dalanelasan pasal 24

dan 25 ditegaskan: kekuasaan kehakiman ialah ka&nagang merdeka,

130 sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi padm#hil Oktober 2011.
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artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemeriBehubung dengan itu,
harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tenkaaydukan para
hakim.

Makna kekuasaan kehakiman sama arti dan tujuanadengekuasaan
peradilan” atayudicial poweryakni kekuasaan yang menjalankan fungsi dan
kewenangan peradilan guna menegakkan hukum danldeeddle of law)
dalam negara republik Indonesia terdapat kementeki@hakiman dan
kekuasaan kehakiman, kementerian kehakiman adalgiarbkekuasaan dari
pemerintah yang melaksanakan fungsi eksekutif. Keenan kehakiman
adalah salah satudépartemeh yang dipimpin oleh seorang menteri yang
berkedudukan sebagai pembantu presiden. Sedangkamadaan kehakiman
adalah suatu badan yang merdeka terlepas dari pgngkan kekuasaan
badan eksekutif. Tugas pokoknya menerima, memeriksangadili serta
menyelesaikan perkara yang diajukan kepadatya.

Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagaiggdilan
tingkat pertama terhadap semua permohonan ataut quegéara yang
diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai inspergadilan tingkat
pertama, harus menerima, memeriksa dan memutuselykarena itu hakim
tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutusgarkara yang
diajukan kepadanya dengan dalih apapun.

Dalam hal ini ditegaskan dalam pasal 56 yang bymyifiPengadilan

tidak boleh menolak untuk memeriksakan memutus usyerkara yang

131 M. Yahya Harahapmp.cit, him. 98
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diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kujelag, melainkan wajib
memeriksa dan memutusny=®~.

Berita acara persidangan adalah suatu akta resiteinté) yang dibuat
dan ditandatangani oleh hakim / ketua sidang beasingan panitera sidang
yang memuat keterangan tentang segala sesuatu tajagi dalam
pemeriksaan perkara di persidangan (pasal 186-1B7 pasal 97 UU No.
7/1989) otentikasi BAP meliputi seluruh isinya, senpenetapan yang ada,
segala tanggal dan hari yang ada, semua peristwg glicatat, serta segala
perintah yang dicatat di dalamnya. BAP merupakanb&u/landasan dalam
membuat pertimbangan hukum dan menyusun putusatimpangan dan
putusan harus sesuai dengan berita acara persidaiigatidak konsisten,
maka dapat dijadikan alasan untuk membatalkan aotpada pemeriksaan
tingkat bandinglankasasi**®

Pengadilan Agama menerima perkara gugatan peronedaigyan alasan
dijodohkan orang tua diatur dalam pasal 49 ayatalah hal-hal yang diatur
dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenawvpegmyang berlaku,
penjelasan pasal tersebut menyebutkan: “yang dudaldengan bidang
perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 197tateg perkawinan
diantaranya tentang gugatan perceraian (pasalatQLay

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agamavdtiadi

dalam memutus perkara No. 2195/Pdt. G/2009/PA. &iedbh:

321pid, him. 112
133 Mardani,op. cit., him 99
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Memandang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugdah
sebagaimana yang telah terurai di halaman sebekmny

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha meaitam para
pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan memparikiin rumah
tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidaédie hal tersebut telah
sesuai dengan ketentuan pasal 65 junto pasal 82(Rydndang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah teraldmngan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan agama

Menimbang bahwa selain itu para pihak telah dipehkan untuk
menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan roeddes. Suwardi, MH.
tanggal 19 Nopember 2009 yang telah melaksanakaasid¢erhadap kedua
belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatalameaian, oleh karena itu
telah terpenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Aglorgor 1 Tahun 2008
tentang prosedur mediasi di pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan ketemapgsa saksi
dapat dinyatakan terbukti baik penggugat maupuyugsat bertempat tinggal
di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, masuai pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimdala ttubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadiigama
Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan mengaatiigpa ini.

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalii gugatan pemggupada
pokoknya penggugat mohon diceraikan dari tergugaigan alasan bahwa
kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugatgseiimarnai dengan

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikebalpernikahan
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penggugat dengan tergugat dijodohkan oleh orangpéumygugat sehingga
akibatnya terjadi pisah rumah antara penggugatatetgygugat yang hingga
gugatan ini diajukan telah berjalan selama 2 bldhii.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan penggteyatbut, tergugat
telah memberikan jawaban yang pada pokoknya meminaeluruh dalil-
dalil gugatan penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan kedua béiak pang
dikuatkan dengan bukti P.2 yang merupakan aktatikfemaka harus
dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa pegggdengan tergugat
telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 1sArg 2009, oleh karena
itu penggugat memiliki kedudukan hukum (legal stagduntuk mengajukan
gugatan ini.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perceraiagbigrberdasarkan
atas adanya perselisihan dan pertengkaran terusrasemaka sesuai dengan
ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 197t jpasal 76 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tkldiah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majedikimh perlu
mendengar keterangan saksi-saksi yang berasalkdmrarga atau orang-
orang yang dekat dengan kedua belah pihak untukpmeteh keterangan
tentang sifat perselisihan diantara mereka tersebut

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil gugatan pegggupada
pokoknya telah diakui dan dibenarkan oleh tergugatnun oleh karena

perkara ini adalah perkara perceraian yang menydntgntang status
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seseorang dan untuk menghindari adanya kebohonggaka majelis hakim
berpendapat bahwa penggugat harus membuktikardddiligugatannya.

Menimbang bahwa untuk maksud hal tersebut di gEsggugat telah
mengajukan 2 (dua) saksi yaitu Jaspan bin Yarmm Slamet bin Sugeng,
kemudian masing-masing saksi tersebut telah mekarekieterangan dengan
mengangkat sumpah yang pada pokoknya bahwa rumalgagpenggugat
dan tergugat sejak semula tidak berjalan dengak kaiena pernikahan
kedua pihak dijodohkan oleh orang tua akibatnyjadepisah tempat tinggal
sudah 2 bulan dan sudah tidak lagi saling komunl&gaknya suami istri

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tergugat parnama Tarso
bin Sogol dan Jumono bin Suladi menerangkan yauig p@koknya sama
dengan keterangan yang diajukan oleh saksi pengtrrgabut

Menimbang bahwa oleh keterangan saksi-saksi tersitasarkan atas
pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sértg seendukung satu sama
lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapataiiya kebenarannya dan
dapat dipertimbangkan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua Ipétalk yang
dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaiteesgbut di atas, maka
ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkard@ra penggugat
dengan tergugat telah mengakibatkan terjadinya hpisamah diantara
keduanya selama dua bulan lebih, sehingga dengarmikidae lembaga
perkawinan yang telah penggugat dan tergugat basgdah kehilangan
fungsinya karena kedua belah pihak telah tidak kg saling memenuhi

hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap j@ngya.
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Menimbang dengan adanya kondisi rumah tangga sehaiga tersebut
di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawimatuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalabarkan Ketuhanan
yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 T48&d) dan juga
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yangahk(Al-Qur'an surat
Ar-Rum ayat 2) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertinavang
sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakipeh@apat bahwa rumah
tangga penggugat dan tergugat telah benar-benah mshingga karenanya
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup umnlasat menjatuhkan
talak satubain sughrotergugat terhadap penggugat oleh karena telataisesu
ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintahar 9 Tahun 1975 junto
pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa apabila perkawinan penggugat dajugat tetap
dipertahankan dapat diduga menimbulkan kemadlorosmn salah satu atau
keduanya, oleh karena itu majelis hakim sependdpaganta’bir dalam
kitab Fighu Alsunnah 11: 291 yang artinya: “seorasigi berhak untuk
menuntut diceraikan dari suaminya apabila telahnysa timbul
kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantaduakga sulit
didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakimpatanenjatuhkan talak
bain suami terhadap istri.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telahrtdiggangkan di

atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan pgagdapat dikabulkan
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dan diputus dengan menjatuhkan talak d#in sughrotergugat terhadap
penggugat.
DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa tergugat pada prinsipnya tidakekdhn untuk
bercerai dengan penggugat namun tergugat mengajuk@notan kepada
penggugat, maka tuntutan tergugat harus dinyatag@magai gugatan
rekonpensi.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonpmagia posisi
penggugat awal menjadi tergugat rekonpensi, se@dangkrgugat awal
menjadi penggugat rekonpensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi mendalilkeéiwha terjadi
perceraian penggugat rekonpensi menuntut kepaglagter rekonpensi untuk
mengembalikan harta benda bawaan penggugat reksinpamg diberikan
orang tua penggugat rekonpensi berupa uang seRes&.000.000,00 (dua
juta rupiah) untuk biaya pernikahan dan plus kalentas seberat 10 gram,
jumlah nominalnya Rp 9.000.000,00 (sembilan jutaat).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat reksnptergugat
rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pgkolbahwa uang
jumlah tersebut telah habis digunakan untuk menabipgngobatan tergugat
rekonpensi karena tergugat rekonpensi minum raéngga sembuh akan
tetapi tergugat rekonpensi bersedia mengembalikang usebesar Rp.
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gizgeya tersebut

penggugat rekonpensi telah mengajukan dua orangi yaku Tarso bin
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Sogol dan Jumono bin Suladi, di bawah sumpahnyasi spkrtama
memberikan keterangan pada pokoknya yang Rp. 200@0 (dua juta
rupiah) untuk biaya resepsi pernikahan dan kalurggain untukpeningset
sedangkan saksi yang kedua tidak tahu tentang p&mbeang dan lain-
lainnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil [zdr@nnya
tergugat rekonpensi telah mengajukan bukti duagosaiksi, yaitu Jaspan bin
Yarmin dan Slamet bin Sugeng, di bawah sumpahnlz tmemberikan
keterangan yang pada pokoknya bahwa uang pembegdesar Rp
2.000.000,00 dan kalung emas seberat 10 gram ftiigdmakan biaya
pernikahan dan digunakan untuk membiayai pengobat@nggugat
rekonpensi pada saat itu minum obat racun

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua Ipéhak yang
dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang @njoleh pihak penggugat
rekonpensi dan tergugat rekonpensi bahwa bararmgpdersebut diberikan
dan diserahkan untuk acara pernikahan tersebut neddda ternyata bahwa
harta benda tersebut merupakan hibah pemberian tydalg dapat ditarik
kembali hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Isfasal 212

Menimbang, bahwa barang-barang bawaan yang dibawaliderikan/
diserahkan pada acara pernikahan menurut kebiasaan berlaku adalah
untuk menjalin tali persaudaraan bertujuan untukimbulkan suasana akrab
dan kasih sayang dan kerja sama dalam menanggukasgilitan yang

dihadapi oleh penggugat rekonpensi dan terguganpnsi
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Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan goag
rekonpensi tersebut, tergugat rekonpensi telah atekgn kesanggupannya
untuk mengembalikan harta bawaan berupa uang seBesa3.000.000,00
maka atas dasar kesanggupan tersebut majelis hadipendapat bahwa
tergugat rekonpensi harus mengembalikan barang a@rawgenggugat
rekonpensi sebagaimana kesanggupan tersebut.

Menimbang bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertinavang
sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakimkatmuntuk menolak
gugatan penggugat rekonpensi sebagian dan mengabs#bagian adapun
besarnya pengembalian sebagaimana diktum putusan in

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang beliyparimbangkan
dalam putusan ini dinyatakan tidak dipertimbangkdikesampingkan
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketeapénan yaitu
cerai gugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1atgrdndang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengraatang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditlk@n oleh perkara ini
dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib admiagtisebagaimana
yang dimaksud oleh surat ketua muda Mahkamah Adlomgor 28/ TUADA-
AG/X/2002 dan surat edaran Mahkamah Agung Nomorahuh 1984,
dihubungkan dengan kewajiban panitera untuk mengan salinan putusan
sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1), (2) dan(ay Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah teraldrigan Undang-
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undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan aganagelis hakim

berpendapat perlu memerintahkan kepada panitetg unengirim salinan

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tkéggada pegawai
pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkarpegawai pencatat nikah
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggdgattergugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan lyanaku dalam
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini

Dasar hukum setiap putusan berisi tentang dasarmudiakim dalam
memutus perkara, karena pengadilan Agama adalajagien khusus, maka
dasar untuk memperkuat putusan adalah segala peratperundang-
undangan negara yang berlaku, relevan dan disusenumt urutan
derajatnya dan urutan Tahun terbitnya, lalu das&uim Islamnya atau tidak
tertulis lainnya.

Untuk lebih konkritnya penyusun kemukakan dasar uhukyang
dipakai oleh hakim dalam memutus perkara Nomor B&SG/2009/PA.
Pwd tentang perceraian dini akibat pernikahan di@n orang tua.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkanedi anaka majelis
hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil penggugabu&ti menurut hukum
sesuai pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 padal 76 ayat (1) UU
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terdkhigan UU Nomor
50 Tahun 2009, pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tah@rs junto pasal 116
huruf (f) KHI serta ta’bir dalanfFighu Alsunnahll: 291 oleh karena itu

gugatan penggugat dapat dikabulkan,
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DALAM KONPENSI

— Mengabulkan gugatan penggugat konpensi

— Menjatuhkan talak satain sughrotergugat konpensi (Sutardi bin Warjo)
terhadap penggugat konpensi (Lina Nuraini bintpda¥

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi sebag&én rdenolak
selebihnya

- Menghukum tergugat rekonpensi untuk mengembalikarary bawaan
berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga jutalmupiepada penggugat
rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada penggugat konpensi/tergugaipehksi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,0Gusdimaa puluh ribu
rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Purwodadi bepertambangan
dan dasar hukumnya. Putusan tersebut dijatuhkaen lped Kamis tanggal 18

Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabial 1431 H.



